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KATA PENGANTAR

Era 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinter-
aksi dengan orang lain melalui internet, termasuk dalam
perizinan berusaha melalui Online Singgle Submission
(0SS). Perpres No. 79 Tahun 2015, PP No.24 Tahun 2018,
telah membuat perubahan sistem perizinan berusaha
semua bidang dalam bentuk online yang berbasis ilmu dan
teknologi. PP No. 24 Tahun 2018 diganti PP No. 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risik, yang pelaksana dari Pasal 12 UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan lkan
Terukur Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Selain UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
yang dirubah UU. No. 6 Tahun 2023, termasuk dirubah UU
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan
terbitkan PP No.10 Tahun 2021.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur
sebagai penyangga lbu Kota Baru (IKN), terus berupaya
melakukan pembangunan menjadi daulah Kalimantan
Timur. Perizinan berusaha menerapkan PTSP berbasis 0SS
oleh DPMPTSP bagi pelaku usaha dan warga masyarakat


https://peraturan.bpk.go.id/Details/244907/pp-no-11-tahun-2023

yang mengajukan permohonan. Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2018, dirubah Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur No. 60 Tahun 2019, dirubah
Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2019 dirubah lagi
menjadi Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2020,
menunjukan ada kepentingan dari pejabat pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap sistem yang
secara nasional wajib dilaksanakan sistem perizinan
berusaha yang manual berbasis teknologi internet (online).

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan
berusaha 0SS, sistem perizinan sangat memberatkan
pelaku usaha dan warga masyarakat, akibat proses izin
yang panjang, lama, berbelit-berbelit, beban biaya yang
tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin
mudah apabila diiringi dengan janji komisi, free, suap,
gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada perizinan sumber
daya alam.

Fakta ~membuktikan banyak oknum pejabat
pemerintah daerah, Provinsi/kabupaten/kota, termasuk di
daerah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa bupati yang
ditangkap oleh KPK terkait perizinan sumber daya alam
tersebut. Perubahan paradigma dengan sistem perizinan
berusaha Online Singgle Submission (0SS), merubah
budaya pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pemerintah dalam perizinan dengan efisien, cepat dan
transparan.

Pada perkembangan perubahah sistem perizinan



berusaha 0SS, di lingkungan pemerintah daerah Provinsi
Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan-kebijakan
berupa peraturan gubernur Kalimantan Timur, tentu
menghambat terhadap proses perizinan berusaha dengan
lembaga 0SS, dirubah manual dengan jenjang paraf sampai
6 (enam) pejabat pemerintah daerah desk to desk,
sehingga kembali pada perizinan yang lama, berbelit-belit,
dan jauh dari pelayanan publik dengan prinsip good
governance.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan
Timur itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah,
menganalisa agurmentasi hukum, dan fakta lapangan
terhadap keluarnya peraturan, dan implimentasi hukum
akibat peraturan gubernur bagi pelaku usaha dan warga
masyarakat.

Buku sistem perizinan berusaha dan non perizinan
pasca UU Cipta Kerja ini memotret perizinan izin berusaha
di Kalimantan Timur, memotret permasalahan-permasalah-
an dalam perizinan berusaha 0SS di Kalimantan Timur,
kebijakan perubahan peraturan gubernur yang berubah-
ubah sebagai faktor penghambat perizinan berusaha
selama ini, tarik ulur kepentingan pejabat pemerintah
daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait paraf dan
tandatangan pejabat pemerintahan.

Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta,
problematika perizinan berusaha 0SS di Kalimantan Timur,
terkait peraturan gubernur Kalimantan Timur vyang



berubah- ubah, yang pada ujungnya memperlambat proses
perizinan OSS tersebut. Latar belakang dan dasarnya
perubahan paraf dan tandatangan dalam persetujuan
perizinan 0SS menarik untuk dianalisa atas kepentingan-
kepentingan yang terselubung, yang menjadi
permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa aturan
gubernur Kalimantan Timur.

Buku ini merupakan hasil penelitian secara
koloboratif yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam
memotret keresahan pelaku usaha dan warga masyarakat
atas aturan gubernur yang sudah berubah 3 (tiga) kali,
pada tataran implementasi yang menghambat proses
perizinan berusaha 0SS di Kalimantan Timur.

Terimakasih pada Choirul Anas S.H mahasiswa
bimbingan yang menyuplai data, wawancara terhadap
problematika perizinan berusaha OSS. Agustina Wati S.H.,
M.H., sebagai tim dan kolaborasi dalam mengkayakan
dalam hukum administrasi negara untuk memperbanyak
literasi. Kami menyadari tidak ada yang sempurna dari
sebuah karya, kekurangan yang ada menjadi kritik untuk
membangun terhadap perbaikan dalam buku ini.

Buku ini untuk memperkaya literasi perizinan
berusaha OSS yang terus berkembang. Di sisi lain untuk
meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen untuk terus
berkarya dan mengembangkan riset-riset kolaborasi yang
bermanfaat bagi keilmuan di bidang hukum administrasi
negara.

Vi



Terimakasih pula kami sampaikan pada semua pihak
yang membantu dalam buku ini, DMPTPSP Provinsi
Kalimantan Timur, Biro Hukum Kalimantan Timur, tim,
editor, penerbit, dan pencetakan yang membantu proses
sampai akhir. Terima kasih buat orangtua (bapak Jae’s dan
bunda Yasitin alm) yang menjadikan dinda seperti
sekarang, suamiku Evans Sofanus yang terus memotivasi
untuk terus berkarya. Tulisan ini menjadi bagian berbicara
pada zaman, yang mencerahkan bagi peradaban dan dunia.
Salam literasi.

Samarinda, 1 Januari 2024

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H
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BAB I

KAREKTERISTIK PERIZINAN OSS
DI DAERAH

A. Perizinan Berusaha

egara hukum adalah negara yang dalam penyeleng-
N garaan kekuasaan pemerintahannya didasarkan
atas hukum.

Negara yang berdasarkan hukum dalam melaksana-
kan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia
adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar
peraturan perundang-undangan tertinggi untuk mengatur
tingkah laku masyarakat.

Sebagai negara hukum maka semua penyelenggaraan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undang-
an vyang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, untuk
menjalankan fungsi pengaturan, pembangunan, pelayanan,
dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat.

Sehubungan dengan kepentingan warga masyarakat,
dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan
publik salah satunya membuat keputusan yang dilakukan



oleh badan dan/atau pemerintahan dalam bidang
perizinan. Selain itu bentuk keputusan pemerintah itu
berupa izin, konsesi, dan dispensasi.

Perizinan atau konsesi diberikan pemerintah dan
pemerintah daerah sebagai penguasaan negara atas
sumber daya alam yang terkandung wilayah di Indonesia.
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengelolaan sektor sumber daya alam di Indonesia harus
mendapatkan bentuk persetujuan vyang dikeluarkan
pemerintah dan pemerintah daerah berupa izin.!

Bentuk keputusan pemerintah dalam pengelolaan
sumber daya alam, berupa izin dan konsesi. Konsesi ini,
banyak dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota terkait izin kehutanan, izin
perkebunan, dan izin pertambangan mineral dan
batubara.?

Izin menurut definisi, yaitu perkenaan atau pernyata-
an mengabulkan. Istilah mengizinkan mempunyai arti
memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang.

1 Siti Kotijah, 2020, Buku Ajar Hukum Perizinan OSS, Jogjakarta:
CV.MFA, him. 15.

2 Berlaku UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4
Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

2



Menurut Bagirmanan, izin merupakan persetujuan dari
penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu
yang secara umum dilarang.?

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak
digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur
tingkah laku para warga masyarakat, untuk mencapai
tujuan yang konkrit. Secara umum instrumen izin sebagai
tindakan atau perbuatan vyang dilarang tetapi
diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam
semua sektor.

Perizinan merupakan segala sesuatu yang berkaitan
dengan hal pemberian izin. Perizinan sebagai perwujudan
pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha
atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun
tanda daftar usaha.

Terkait dengan perizinan, bangsa Indonesia
mempunyai sejarah panjang terutama perizinan sumber
daya alam. Izin menjadi magnit berkembangnya usaha/
kegiatan yang dilakukan pelaku usaha. Dinamika perizinan
sumber daya alam seiring dengan pemberian otonomi
daerah yang seluas-luasnya pada era pasca reformasi,
dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, yang
dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, yang dirubah
menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang dirubah UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pe-

3 Ibid.


https://peraturan.bpk.go.id/Details/37678/uu-no-2-tahun-2015

netapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang, dirubah UU No. 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

4 UU NO0.23 Tahun 2014 ini mencabut UU No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 8 Tahun 2005 ten-
tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang,UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.
5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU No.23 Tahun 2014 ini,
juga mencabut UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permu-
syawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No. 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain UU No.23
Tahun 2014, ini diuji materi di Mahkamah Kanstitusi yaitu putusan MK
No. 56/PUU-XIV/2016, yang memutuskan frasa "Perda Provinsi dan"
dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan"
dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undng
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, memutus frasa "Perda
Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa
"Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa
"penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat
menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan
frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, dan putusan MK No. 7/PUU-XI11/2015, yang
memutus Pasal 158 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 23 Tahun

4


https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008
https://peraturan.bpk.go.id/Details/40250/uu-no-8-tahun-2005
https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004
https://peraturan.bpk.go.id/Details/50675/uu-no-5-tahun-1962
https://peraturan.bpk.go.id/Details/50675/uu-no-5-tahun-1962
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009
https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/12/56_PUU-XIV_2016.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/29/137_PUU-XIII_2015.pdf
https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/34/7_PUU-XIII_2015.pdf

Pasca omnibuslaw, UU Pemerintah Daerah dirubah
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta
Kerja. Ada Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabili-
tas Sistem Keuangan. UU Cipta Kerja dirubah dengan Perpu
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dirubah UU No. 6
Tahun 2023.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah® yang seluas-luasnya, menempatkan
pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memberi

2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, penentuan bilangan pembagi pemilih
dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di
daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang
dibentuk sebelum pemilihan umum.

> Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan
Republik  Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

5


https://peraturan.bpk.go.id/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020

kewenangan dalam perizinan sumber daya alam (hutan,
kebun, tambang). Otonomi daerah pada pemerintah dae-
rah, tanpa persiapan dari penyelenggaraan pemerintahan
di daerah, menjadi awal petaka menjamurnya izin sumber
daya alam, berupa izin kehutanan, perkebunan, izin
mineral dan batubara yang menghancurkan lingkungan
hidup, penataan ruang, ruang resepan air, hutan, bukit,
dan masyarakat hukum adat setempat serta ruang hidup
warga masyarakat, bahkan kematian di lubang bekas
tambang batubara (Kaltim). Izin-izin berupa IUP dilakukan
dengan cara-cara yang tidak sesuai  prosedur,
menyalahgunakan wewenang, sewenang-wenang, melebihi
wewenang oleh oknum-oknum vyang tidak bertanggung
jawab.

Kalimantan Timur, provinsi yang melimpah sumber
daya alam, dieksploitasi dari sejak awal penjajahan Belanda
dari minyak, emas, hutan, perkebunan, batubara, karst,
dan batuan, semua dieksploitasi atas nama perizinan yang
dikeluarkan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan
daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, penataan
ruang, dan keberlanjutan pembangunan.

Pada saat ini akibat perizinan di atas, maka
dampaknya dapat dirasakan banyak IUP batubara yang
dikeluar waktu era keterlanjuran IUP, dengan eksploitasi
kawasan di seluruh Kota Samarinda. Sekarang yang terjadi
di Kota Samarinda hujan 1 (satu) jam langsung banijir,



bahkan banjir dapat bertahan sampai 1 (satu) bulan di
tahun 2019-2020, hilangnya resapan air, hutan, fungsi
lahan, konflik sosial, dan permasalahan-permasalahan lain.
Secara tidak langsung hal ini menunjukan bahwa perizinan
yang dikeluarkan tanpa melihat semua aspek akan
berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Masyarakat pada saat ini ditempatkan pada posisi
dirugikan, akibat tata kelola perizinan yang over kapasitas
(IUP batubara). Pada posisi lain, pertanggungjawaban
terhadap pengelolaan sumber daya alam pengawasan dan
penegakan hukum kurang maksimal. Perizinan (IUP
Batubara) menjadi petaka dan bencana, akibat politik
keterlanjutan, kegagalan pemerintah daerah mengelola
sistem perizinan. Untuk itu sudah saatnya era online sub
single submising (OSS), evaluasi dan terverifikasi perizinan
yang memadai, transparansi, sesuai dengan daya dukung,
daya tampung, penataan ruang, dan pembangunan
berkelanjutan.

Pada perkembangan kewenangan pemerintah daerah
kabupaten/kota dalam bidang perizinan (IUP batubara),
saat ini untuk bidang pertambangan batubara, kehutanan,
dan kelautan dialihkan kepada pemerintah daerah provinsi,
dengan diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Terbitnya UU No. 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan
bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan
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kepada pemerintah pusat.

Sejarah perizinan sumber daya alam, menempatkan
badan dan/atau pejabat pemerintah, yang diberi hak,
wewenang, dan kewenangan pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota masih jauh dari komitmen untuk
memberi pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan OTT,
ditangkapnya KPK, kejaksaan, dan diproses pengadilan
oknum badan dan/atau pejabat atas perbuatan-perbuatan
hukum terkait pemberian perizinan yang tidak sesuai
prosedur dan syarat dalam peraturan perundang-
undangan.

Izin sebagai instrumen yang dijadikan komoditas
yang dapat ditawarkan, dapat dinegoisasi, demi memper-
oleh keuntungan pribadi bagi oknum-oknum pejabat/
badan bidang perizinan berusaha untuk melakukan tawar-
menawar free, komisi, suap, gratifikasi dan korupsi. Era
perizinan dalam tata kelola pemerintahan daerah menjadi
problematika dalam implementasinya. Perizinan terkait
sumber daya alam, sering disalahgunakan oleh badan/
pejabat pemerintah, sehingga mereka terjerat tindak
pidana suap, gratifikasi, dan korupsi oleh KPK.

Perkembangan perizinan berusaha berbasis online,
Perizinan Online Single Sub Missing (OSS), secara tidak
langsung menghilangkan praktek perizinan yang selama ini
berbiaya mahal yang ditanggung pelaku usaha dan warga
masyarakat.



Selain itu, memutus prosedur perizinan yang
panjang, berbelit- belit antara meja satu dengan meja lain
pejabat pemerintah lain atau beda instansi. Proses ini pada
era itu, secara tidak langsung menghambat ekonomi,
investasi/penanaman modal, penyerapan tenaga Kkerja,
pendapatan daerah/pemerintah, dan sebagainya.

Pada konteks ini berkaitan dengan perizinan, fakta
menunjukan bahwa izin menjadi problematia vyang
mempunyai kesulitan dalam pelaksanaan suatu penerbitan
izin usaha baru. Sehingga akan mempengaruhi investasi
dan penanaman modal menjadi lambat. Perekonomian
negara jadi melambat dan tidak berkembang, tenaga kerja
tidak terserap, dan pemasukan negara tidak ada.

B. Perubahan Paradigma Sistem Perizinan

Negara kita dikenal sebagai negara izin, semua
aktivitas/kegiatan usaha dikenai izin. Izin itu mendatangkan
biaya berupa uang sebagai imbalan keluarnya izin oleh
pejabat pemerintahan. Proses mekanisme perizinan yang
berbelit-belit, lama, dan panjang menjadikan instrumen
perizinan yang menghambat investasi, ekonomi, dan
pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Polarisasi sistem pemerintahan, mental pejabat
pemerintah yang memandang instrumen perizinan sebagai
bagian dari nilai berupa free (komisi), menjadikan
pengurusan perizinan sebagai usaha yang tidak berjalan,
ekonomi tidak berkembang, dan biaya tinggi dalam proses
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PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

E ra perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha 0SS,
sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan
warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama,
berbelit-berbelit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses
tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji
komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada
perizinan sumber daya alam.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan Timur
itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah, menganalisa
agurmentasi hukum, dan fakta lapangan terhadap keluarnya
peraturan, dan implimentasi hukum akibat peraturan gubernur
bagi pelaku usaha dan warga masyarakat.

Buku sistem perizinan berusaha dan non perizinan pasca
UU Cipta Kerja ini memotret perizinan izin berusaha di
Kalimantan Timur, memotret permasalahan-permasalah-an
dalam perizinan berusaha 0SS di Kalimantan Timur, kebijakan
perubahan peraturan gubernur yang berubah-ubah sebagai
faktor penghambat perizinan berusaha selama ini, tarik ulur
kepentingan pejabat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan
Timur terkait paraf dan tandatangan pejabat pemerintahan.




